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RINGKASAN 

 

Bahwa kewenangan pengawasan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di 

daerah mendapat pengujian/judicial review dari Asosiasi pemerintah Kabupaten Seluruh 

Indonesia (APKASI) dan Beberapa Bupati/Walikota  di Indonesia pada tahun 2015 yang 

mana dalam Permohonannya yang dipermasalahkan adalah dalam pasal 251 ayat (2), ayat 

(3), ayat (4), dan ayat (8) mengenai kewenangan gubernur dan menteri yang telah 

mengambil kewenangan konstitusional mahkamah agung sebagaimana dituangkan dalam 

Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 kemudian norma dalam pasal tersebut menciptakan 

ketidakpastian hukum yang adil karena bertentangan dengan ketentuan dalam undang-

undang lainnya, yakni undang-undang Mahkamah Agung dan Pembentukan Peraturan 

Perundang-undangan dimana para pemohon judicial review tersebut merasakan adanya 

ketidakpastian hukum dalam hal tersebut.  

Mahkamah Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas kewenangan pembatalan 

Peraturan Daerah oleh Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat termuat dalam Putusan 

Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang merupakan putusan untuk 

membatalkan kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk membatalkan 

Peraturan Daerah (Perda) kabupaten/kota. Dalam pertimbangannya, Mahkamah menilai 

bahwa Perda merupakan produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah daerah bersama 

dengan DPRD sebagai perwujudan otonomi daerah. Oleh karena itu, tidak selayaknya 

pembatalan Perda dilakukan secara sepihak oleh pemerintah pusat melalui mekanisme 

administratif karena hal ini bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan asas 

negara hukum. Mahkamah berpendapat bahwa kewenangan pembatalan Perda oleh Gubernur 



atau Menteri Dalam Negeri merupakan bentuk eksekutif review yang tidak sesuai dengan 

konstitusi. Sebagaimana pembatalan  semestinya dilakukan oleh lembaga yudikatif. Dalam 

hal ini, Mahkamah Agung adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menguji Perda 

terhadap peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 

24A UUD 1945.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 secara tegas telah 

mendelegitimasi sebagian kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, khususnya 

dalam hal pembatalan Peraturan Daerah (Perda) kabupaten/kota. Sebelum putusan ini, 

Gubernur memiliki wewenang untuk membatalkan Perda sebagai bentuk pengawasan vertikal 

oleh Pemerintah Pusat.  Meskipun demikian, Putusan MK tidak sepenuhnya menghapus peran 

Gubernur dalam pengawasan Perda, melainkan hanya membatasi kewenangannya dalam 

bentuk pembatalan. Gubernur tetap berperan dalam fungsi pembinaan, pengawasan 

administratif, dan fasilitasi harmonisasi regulasi melalui mekanisme konsultatif atau 

preventif, seperti memberikan masukan, klarifikasi, atau menyarankan perbaikan terhadap 

rancangan Perda sebelum ditetapkan. 
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ABSTRAK 

 
       Kata Kunci : Pengawasan, Gubernur Wakil Pemerintah Pusat, Peraturan Daerah 

 

Tesis ini berjudul “Pengawasan Peraturan Daerah Oleh Gubernur Sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat : Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015.” Bahwa 

kewenangan pengawasan gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah mendapat 

pengujian/judicial review dari Asosiasi pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan 

Beberapa Bupati/Walikota di Indonesia pada tahun 2015 yang mana dalam Permohonannya yang 

dipermasalahkan adalah dalam pasal 251 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (8) mengenai 

kewenangan gubernur dan menteri yang telah mengambil kewenangan konstitusional mahkamah 

agung sebagaimana dituangkan dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 Bahwa Mahkamah 

Konstitusi memutus perkara tersebut dengan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 

137/PUU-XIII/2015 pada tanggal 5 April 2017 yang memutus bahwa Peraturan Daerah (Perda) 

kabupaten/kota tidak dapat dibatalkan oleh Gubernur.  

Tujuan penelitian adalah menganalisis Bagaimanakah analisis yuridis Putusan Mahkamah 

Konstitusi dalam menguji konstitusionalitas kewenangan pembatalan Peraturan Daerah oleh 

Gubernur Sebagai Wakil  Pemerintah Pusat dan untuk mengetahui Apakah Putusan Mahkamah 

Konstitusi telah medelegitimasi terhadap peran Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dalam 

melaksanakan pengawasan Peraturan Daerah. 

kesimpulan tesis ini adalah Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam menguji 

konstitusionalitas kewenangan pembatalan Peraturan Daerah oleh Gubernur Sebagai Wakil 

Pemerintah Pusat termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 yang 

merupakan putusan untuk membatalkan kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat 

untuk membatalkan Peraturan Daerah (Perda) kabupaten/kota. Dalam pertimbangannya, 

Mahkamah menilai bahwa Perda merupakan produk hukum yang dibentuk oleh pemerintah 

daerah bersama dengan DPRD sebagai perwujudan otonomi daerah. Oleh karena itu, tidak 

selayaknya pembatalan Perda dilakukan secara sepihak oleh pemerintah pusat melalui mekanisme 

administratif karena hal ini bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan dan asas negara 

hukum. Mahkamah berpendapat bahwa kewenangan pembatalan Perda oleh Gubernur atau 



Menteri Dalam Negeri merupakan bentuk eksekutif review yang tidak sesuai dengan konstitusi. 

Sebagaimana pembatalan  semestinya dilakukan oleh lembaga yudikatif. Dalam hal ini, 

Mahkamah Agung adalah satu-satunya lembaga yang berwenang menguji Perda terhadap 

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sebagaimana diatur dalam Pasal 24A UUD 1945.  

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 137/PUU-XIII/2015 secara tegas telah 

mendelegitimasi sebagian kewenangan Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, khususnya 

dalam hal pembatalan Peraturan Daerah (Perda) kabupaten/kota. Sebelum putusan ini, Gubernur 

memiliki wewenang untuk membatalkan Perda sebagai bentuk pengawasan vertikal oleh 

Pemerintah Pusat.  Meskipun demikian, Putusan MK tidak sepenuhnya menghapus peran 

Gubernur dalam pengawasan Perda, melainkan hanya membatasi kewenangannya dalam bentuk 

pembatalan. Gubernur tetap berperan dalam fungsi pembinaan, pengawasan administratif, dan 

fasilitasi harmonisasi regulasi melalui mekanisme konsultatif atau preventif, seperti memberikan 

masukan, klarifikasi, atau menyarankan perbaikan terhadap rancangan Perda sebelum ditetapkan. 
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ABSTRACT 

 

Keywords: Supervision, Deputy Governor of the Central Government, Regional Regulations 

 

This thesis is titled ‘Supervision of Regional Regulations by the Governor as Representative 

of the Central Government: A Study of Constitutional Court Decision Number 137/PUU-XIII/2015.’ The 

authority of the governor as the representative of the central government in the region was subject to 

judicial review by the Association of Regencies in Indonesia (APKASI) and several regents/mayors in 

Indonesia in 2015. The petition challenged Articles 251(2), (3), and (4), and paragraph (8) regarding the 

authority of the governor and minister who had assumed the constitutional authority of the Supreme 

Court as stipulated in Article 24A paragraph (1) of the 1945 Constitution. That the Constitutional Court 

ruled on the case with Constitutional Court Decision (MK) No. 137/PUU-XIII/2015 on 5 April 2017 

which ruled that Regional Regulations (Perda) of districts/cities cannot be revoked by the Governor.  

The purpose of this study is to analyse how the Constitutional Court's decision legally 

assesses the constitutionality of the Governor's authority to revoke Regional Regulations as the 

representative of the Central Government and to determine whether the Constitutional Court's decision 

has delegitimised the Governor's role as the representative of the Central Government in overseeing 

Regional Regulations. 

The conclusion of this thesis is that the Constitutional Court, in testing the constitutionality 

of the Governor's authority to revoke Regional Regulations as the representative of the Central 

Government, as contained in Constitutional Court Decision No. 137/PUU-XIII/2015, ruled to revoke the 

Governor's authority as the representative of the Central Government to revoke Regional Regulations 

(Perda) of districts/cities. In its considerations, the Court assessed that Regional Regulations are legal 

products formed by local governments together with Regional People's Representative Councils as a 

manifestation of regional autonomy. Therefore, the revocation of Perda should not be carried out 

unilaterally by the central government through administrative mechanisms, as this contradicts the 

principle of separation of powers and the rule of law. The Court opined that the authority to revoke Perda 

by the Governor or the Minister of Home Affairs constitutes an executive review that is inconsistent with 

the Constitution. As such, revocation should be carried out by the judicial branch. In this regard, the 

Supreme Court is the sole institution authorised to review local regulations against higher-ranking 

legislation, as stipulated in Article 24A of the 1945 Constitution.  

The Constitutional Court's Decision No. 137/PUU-XIII/2015 has explicitly delegitimised part 

of the Governor's authority as the representative of the Central Government, particularly in the matter 

of revoking local regulations (Perda) of districts/cities. Prior to this decision, the Governor had the 

authority to revoke local regulations as a form of vertical oversight by the Central Government.  

However, the Constitutional Court's decision does not completely eliminate the Governor's role in 

supervising Perda, but only limits his authority in the form of revocation. The Governor continues to play 

a role in guidance, administrative supervision, and facilitating regulatory harmonisation through 

consultative or preventive mechanisms, such as providing input, clarification, or suggesting 

improvements to draft Perda before they are enacted. 
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